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RINGKASAN

Implementasi BPHTB Program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap Pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu; Suci Meyliana Azzahra, 210903101091;
2024; 28 halaman ; Program Studi Diploma Il Perpajakan Jurusan llmu
Adminitrasi Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir dengan tema Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan
pada tanggal 15 Januari 2024 sampai 28 Maret 2024 di Badan Pendapatan Daerah
Kota Batu. Tujuan dari diadakannya Praktik Kerja Nyata ini untuk menjelaskan
pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB yang
ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

Pemerintah mempunyai inovasi baru dalam pendaftaran tanah dengan
memperkenalkan program pendaftaran tanah yang sistematis dan dikenal dengan
singkatan PTSL. Program PTSL menjadi salah satu sumber pendapatan potensial
bagi sektor BPHTB. BPHTB yang ada di Kota Batu telah diatur di dalam peraturan
daerah dan peraturan walikota batu. Tarif Bea Perolahan Hak atas Tanah dan
Bngunan yang ada di Kota Batu sebesar 5 %. Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan di Kota Batu dilakukan secara Self Assessment System.

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pendaftaran
tanah di wilayah tersebut secara komprehensif dan sistematis. Tujuan dari program
ini adalah adanya kepastian hukum kepemilikan tanah dan meningkatkan
pendapatan daerah melalui pengelolaan BPHTB yang lebih efisien. Kota Batu
merupakan salah satu kota di Jatim yang ikut serta dalam program PTSL pada tahun
2018. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Batu memberikan pembebasan BPHTB
bagi peserta PTSL. Dengan adanya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dapat membantu mempercepat Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memegang peran dalam

implemantasi program PTSL pada BPHTB Kota Batu vyaitu melukan

Vi



penelitian/verifikasi kelengkapan administrasi terhadap setiap penerimaan
dokumen SSPD-BPHTB yang menjadi kewajiban wajib pajak. Wajib Pajak
diberikan kepercayaan untuk keperluan penghitungan, pembayaran,dan pelaporan
pajak yang terutang.

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan
SSPD melalui PPAT/Notaris, dan PPAT/S, dengan mengisikan dokumen SSPD
yang nantinya diakses melalui online pada situs web bapenda.batukota.go.id.
Dalam pelaksanaan PTSL pada BPHTB pastinya memiliki beberapa faktor yang
harus ditimbangkan, adanya faktor dari sumber daya manusia yang mempunyai
dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi, karena
implementasi akan lambat tanpa kebijakan Sumber Daya Manusia yang andal. Oleh
karena itu, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap di Kota
Batu memerlukan sumber daya dan kemampuan pengendalian lapangan yang
memadai dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 258/UN25.1.2/SP/2024, Program
Studi Diploma Il Perpajakan, Jurusan llmu Administrasi, Fakultas IImu

Sosial dan lImu Politik, Universitas Jember)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi selain
pangan dan sandang. Setiap mempunyai tanah masyarakat harus mendaftarkan
tanahnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum atas hak tanah milik masyarakat Indonesia. Pendaftaran Tanah merupakan
salah satu langkah awal bagi pemilik tanah untuk memperoleh sertifikat
kepemilikan yang disetujui dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk
melakukan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan surat bukti hak atas
berlaku sebagai alat bukti yang terkuat.

Pemerintah menciptakan inovasi baru dalam pendaftaran tanah dengan
memperkenalkan program pendaftran tanah yang sistematis dan dikenal dengan
singkatan PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam
(Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftran Tanah Sistematis
Lengkap). Tentu adanya program PTSL, maka peserta PTSL dapat diberikan
pengurangan 100% dari BPHTB terutang.

Penerimaan BPHTB di Bapenda Kota Batu juga telah mencapai tingkat yang
sangat tinggi karena adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak seperti
BPN,Notaris, dan Kepala Desa. Pemerintah Kota Batu telah melakukan perbaikan
infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang sangat
membantu dalam meningkatkan efektivitas program PTSL dan pemungutan
BPHTB.

Tabel 1 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor BPHTB Kota Batu
Tahun 2021 s/d Tahun 2023

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
1 2021 38.077.804.745,00 | 39.745.652.293,00 104,38%
2 2022 45.082.992.794,00 | 50.268.417.504,00 111,50%
3 2023 61.010.751.353,00 | 52.384.185.735,00 85,86%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2024)



Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) salah satu Pajak Daerah yang paling potensial untuk
mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dikarenakan
dari tahun 2021 s/d 2023 selalu melampaui target yang ditentukan dan jumlah
penerimaannya selalu bertambah setiap tahun.

Berdasarkan uraian diatas untuk membahas dalam Laporan Praktek Kerja
Nyata dengan judul “ Implementansi BPHTB Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul
dalam laporan ini adalah Bagaimana Implementasi BPHTB Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu?

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu : mengetahui dan menjelaskaan
tentang Implementasi BPHTB Program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata
1.4.1 Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang perpajakan
serta sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja.
1.4.2 Bagi Univeritas Jember

Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu.
1.4.3 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Sarana dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Universitas baik

dalam bidang akademisi maupun organisasi.



BAB 2. TINJAUAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

Menurut (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, 2023, him. 4) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Jenis Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo,2019) ada 3 sistem pemungutan pajak antara lain:
Official Assessment System,merupakan sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak. Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang. Withholding System, merupakan sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dengan diberlakukanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
melalui Peraturan Daerah Kota Batu Noomor 4 tahun 2023 dalam sistem pajak
daerah seperti yang sudah terlampir pada halaman lampiran,Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan dalam perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.



2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai
perolehan objek pajak sebagai berikut: harga transaksi jual beli; nilai pasar
pertukaran, hibah, wasiat, warisan, penghasilan dalam perusahaan atau badan
hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemberian hak baru
atas tanah, dan harga pembelian yang tercantum dalam risalah lelang untuk
menyebutkan nama pembeli di lelang.

2.3.3 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Tarif dan
Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib
Pajak di wilayah Daerah tempat terutang. Dalam hal perolehan hak karena hibah
wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar
5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
dalam (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah). Adapun cara menghitung BPHTB adalah: BPHTB = (NPOP
— NPOPTKP) x Tarif Pajak

2.4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, 2018, him. 6) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik
dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk

keperluan pendaftarannya.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kota Batu JI. Panglima Sudirman 507 Blok B Lt.1 Balai Kota Among Tani, Kota
Batu dan mendapatkan penempatan pada Mall Pelayanan Publik Kota Batu di
Bidang Pelayanan dan Informasi Badan Pendapatan Daerah.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor 258/UN25.1.2/SP/2024 Praktik Kerja
Nyata dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 sampai 28 Maret 2024 di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kota Batu. Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 49 hari
kerja dan dilakukan sesuai dengan jam kerja pada Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kota Batu.
Tabel 3 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s.d Kamis 08.00 — 15.00 12.00 - 13.00
Jumat 07.30 — 14.00 11.30-12.30
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2024)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kota
Batu ini ditulis dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB Kota Batu”,yang
mana sesuai dengan kegiatan yang dilakukan selama magang. Selama kegiatan
Praktik Kerja Nyata di tempatkan pada Bidang Pelayanan dan Informasi dengan
mengerjakan terkait pajak daerah, seperti pengurusan pengajuan hak waris dan

perhitungan BPHTB, melayani pengurusan sertifikat bertanda merah dan



memulihkan dengan memngajukan BPHTB yang akan mengikuti program
PTSL,mengregister laporan pajak mamin melalui aplikasi SIMPENDA,
mengregister permohonan Surat Keterangan BPHTB, mencetak catatan
pembayaran PBB menggunakan e-PBB, mencetak lembar monitoring untuk
permohonan pengajuan mutasi,buka blokir,perekaman, pembetulan luas,nama,
perhitungan BPHTB jenis perolehan hibah,waris, jual-beli menggunakan simulasi
perhitungan BPHTB,melayani wajib pajak untuk permasalahan buka blokir dan
mencetak salinan e-SPPT mengunakan situs web Bapenda.batukota.go.id,
mencetak Surat Pelunasan Pembayaran PBB yang berstempel untuk persyaratan
mengikuti program PTSL, membuat rekapitulasi berkas validasi BPHTB yang
belum diambil tahun 2021, mengverifikasi pajak hotel dan mamin mengunakan
aplikasi SIMPEDA dan melayani wajib pajak terkait permasalahan pengurusan
sertifikat warisan untuk permohonan pengajuan BPHTB. Dengan kegiatan Praktik
Kerja Nyata tersebut, memiliki keterkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam
Laporan Tugas Akhir, sehingga memudahkan dalam memeperoleh data yang

dibutuhkan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata
ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk Kata,
kalimat, skema dan gambar (Rofiah, 2022). Data Kualitatif pada Laporan Tugas
Akhir ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di bidang pelayanan dan
informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diberikan langsung kepada

pengumpul data (Suminarsin & Afandi, 2023). Dalam kegiatan ini pengumpulan



data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pegawai di bidang

pelayanan dan informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diberikan tidak langsung kepada
pengumpul data (Siregar dkk., 2022). Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini
penulis meminta data berkaitan dengan implementasi program PTSL pada BPHTB.
Selain itu penulis juga menggunakan sumber data dari buku, undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan wali kota batu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja
Nyata melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut :
I) Observasi

Observasi merupakan metode dalam memperoleh data dengan mengamati
dan mencatat informasi secara langsung proses menghitung BPHTB, pengajuan
permohonan balik nama sertifikat, verifikasi pengajuan BPHTB (Hasibuan dkk.,
2023).
I1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara
tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pegawai di
bidang pelayanan dan informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (Ndruru,
2022).
[11) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mempelajari, mengkaji literatur-literatur berupa buku, internet, undang-undang dan
peraturan (Putri dkk., 2023).



BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

4.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

4.1.1 Gambaran Instansi

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
Badan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah. Badan dalam melaksanakan
tugas dengan menyelenggarakan fungsi sabagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub urusan pengelolaan
pendapatan daerah;

b) Perumusan rencana strategi sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota;

c) Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan pendapatan
daerah;

d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

e) Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia aparatur Badan;

f) Penyelenggaraan administrasi Badan;

g) Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang
pengelolaan pendapatan daerah;

h) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;dan

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA) merupakan salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perencana penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Batu melalui Sekretaris Daerah
(Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tentang Standar

Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2023). Berdasarkan



(Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat
Daerah Kota Bekasi, 2021) yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kota Batu sejak tahun 2001 telah memiliki wewenang dalam
mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya dengan mengoptimalkan
pengelolaan kekayaan daerah Kota Batu guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan daerah akan berdampak bila pembangunan
dan pengembangan Kota Batu dapat berjalan dengan maksimal. Upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya melalui pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu berupaya untuk terus menggali potensi
Pajak Daerah secara optimal dengan cara meningkatkan pendapatan daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan peningkatan
Kinerja pemungutan, penyempurnaan dan pengendalian potensi Pajak Daerah serta

peningkatan dalam kualitas dan inovasi pelayanan publik.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Visi merupakan gambaran umum masa depan dalam bentuk komitmen
murni tanpa adanya paksaan, yang kemungkinan besar dimiliki oleh semua pihak
yang berkepentingan. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menggambarkan
pencapaian kondisi masa depan dengan memiliki visi " Terwujudnya Pendapatan
Daerah Yang Optimal Dengan Didukung SDM Yang Profesional dan
Pelayanan Prima" (Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2023).
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki

misi sebagai berikut:
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1) Mengoptimalkan pendapatan daerah;

2) Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan daerah;
3) Meningkatkan kualitas SDM;

4) Meningkatkan kualitas pelayanan;

5) Memanfaatkan teknologi informasi.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka acuan yang menunjukkan
seluruh fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda untuk
mencapai organisasi yang baik, struktur organisasi institusi sangatlah penting.

Berdasarkan (Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu No 128 Tahun 2020 tentang kedudukan,
susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan
Aset Daerahtu nomor 27 2021, 2021) struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kota Batu dapat digambarkan sebagai Berikut:

KEPALA BADAN PENDAATAN DAERAH
Dra. DYAH LIES TINA PURWATY

SFKRETARIS

CHARIL FAJAR ROFIL, 8.8i,
M_Si

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ANNISA'U
RIZKAAMALIA ADI

KURNIAWAN ENDANG YULIATI
= SE STy ON || FATIMAR, ENDAH PUSPITASARL SE.,
: GSIHSTM. | <u END

KEPALA BIDANG KEPALA  BIDANG

PENDATAAN & PELAYANAN PENAGIHAN,
WAHYUNING ~ DEWI PENGAWASAN DAN
R IE] UTAML SE. M.AP PELAPORAN

KEPALA SUB  BIDANG
PELAYANAN & INFORMASI
DAMA YANTI, SE
KEPALA SUB BIDANG
PENDATAAN & PENDAFTRAN

Dra. ARIEK DWI
UTAMI. M.AP

AHMAD SHOFIYAN, SE KEPALA SUB
BIDANG PENAGIHAN

" KEBER EDWIN
FAJAR YANUARTO, SE YOGAYOGASPATR

HARAHAP, S.TP
NAFISA ANANDA
GUDBAN, SE

KEALA SUB BIDANG
PENGENDALIAN &
PENGAWASAN

SENDY CIPTA UTAMA,
ST MS.A

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPD Kota Batu
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Adapun tugas dari masing-masing bidang dalam struktur organisasi tersebut

adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Sekretaris
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan
sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
Mempunyai tugas sabagai berikut:
1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan
Kepegawaian
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Kepegawaian
3) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat
4) Melaksanakan koordinasi penggandaan naskah dinas
5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan sub bagian
keuangan, umum, dan kepegawaian
Bidang Pendataan dan Pelayanan
Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan,
melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan di bidang pendataan,
dan pembinaan pendataan, pendaftaran, pelayanan, pengelolaan sistem
informasi pendapatan.
Sub Bidang Pendataan dan pendaftaran
Mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pendataan dan
pendaftaran
3) Melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran wajib pajak daerah
4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan secara periodik

data objek dan subjek pungutan serta perkembanganya



5)
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Menyiapkan bahan pengelolaan data dasar potensi pajak daerah,

objek pajak, dan subjek pajak

e) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi

Mempunyai tugas sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan informasi

Menyiapkan bahan perumusan pelayanan dan informasi pajak dan
retribusi daerah

Menyiapkan bahan pengelolaan  permohonan/  pengajuan
pendaftaran dan perubahan / mutasi objek pajak serta dokumen
terkait pajak daerah

Melaksanakan pengelolaan informasi dan pelayanan pengaduan
wajib pajak

Melaksanakan pelayanan bimbingan dan konsultasi teknis

pemungutan pajak daerah

f) Bidang Penilaian dan Penetapan

9)

Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengordinasikan,

melaksanakan program, serta mengendalikan dan pembinaan kegiatan

dibidang penilaian objek, penetapan, dan penyelesaian keberatan pajak

daerah

Sub Bidang Penetapan Pajak

Mempunyai tugas sebagai beikut:

1)
2)

3)

Menyusun rencana kegiatan penetapan pajak

Menyiapkan bahan pelaksanaan proses penetapan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bngunan (PBB)

Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daearah Nihil (SKPDN), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Pajak
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Terutang (SPPT), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Menyiapkan bahan pendistribusian pajak daerah kepada Wajib
Pajak
Menyiapkan bahan kebijakan usulan pembatalan Surat Setoran

Pajak Daerah (SSPD)

h) Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak

Mempunyai tugas sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

Menyusun rencana kegiatan pengelolaan kenberatan pajak
Menyiapkan bahan pelaksanaan invetarisasi permohonan keberatan
Wajib Pajak

Menyiapkan bahan pemrosesan surat keputusan penyelesaian
keberatan Wajib Pajak

Menyiapkan bahan kebijakan permohonan pengurangan dan / atau
penghapusan sanksi administrasi / keberatan/ keringanan / dan
denda

Menyiapkan bahan kebijakan perselisihan besaran pengenaan pajak,
besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih

bayar

i) Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan

)

Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan,

melaksanakan program, serta mengendalikan dan pembinaan kegiatan di

bidang penagihan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah, pelaporan

dan evaluasi pendapatan daerah.

Sub Bidang Penagihan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

1)
2)

3)

Menyusun rencana kegiatan penagihan pajak daerah

Menyiapkan bahan pengendalian data informasi penagihan pajak
daerah

Menyiapkan bahan pengoordinasian publikasi dan penagihan pajak

daerah
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4) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring penerimaan dan piutang
pajak daerah

5) menyiapakan bahan kebijakan Surat Keputusan Penghapusan Pajak

k) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Mempunyai tugas sabgai berikut:

1) Menyusun rencana kegiatan Pengendalian dan Pengawasan

2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan
Pengawasan

3) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi atas subjek dan objek
pajak daerah

4) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak
daerah

5) Menyiapkan bahan kebijakan permohonan banding yang diajukan
oleh Wajib Pajak

4.2 Implementasi BPHTB Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Sebelum diberlakukannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), seringkali belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai status tanah
dan bangunan di Indonesia. Banyak tanah yang tidak terdaftar atau tidak memiliki
sertifikat resmi sehingga dapat menimbulkan sengketa dan konflik kepemilikan.
Status tanah sebelum PTSL, tanah belum terdaftar sebelum PTSL, banyak tanah
di Indonesia yang tidak terdaftar dalam sistem pertanahan, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum. Lahan ini seringkali hanya memiliki bukti kepemilikan
informal, seperti Surat Pernyataan atau Tanda Terima Penjualan yang Tidak Sah.
Sengketa Tanah: Ketidakpastian status hukum tanah seringkali menimbulkan
konflik antar individu, keluarga, bahkan antara masyarakat dan pemerintah.
Tanpa hak milik yang sah, pemilik tanah berisiko kehilangan haknya atas tanah
tersebut. Proses Pendaftaran yang Rumit: Sebelum diperkenalkannya PTSL,

proses pendaftaran tanah melibatkan banyak prosedur birokrasi dan seringkali
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memakan waktu lama dan rumit. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang ragu

untuk mendaftarkan tanahnya, dan status tanahnya masih belum jelas.

Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan beberapa
tahapan:

1. Penyuluhan: Petugas Badan Pertanah Nasional (BPN) melakukan
penyuluhan terlebih dahulu di wilayah desa atau keluaran yang
menjadi objek pelaksanaan PTSL.

2. Pendataan: Petugas BPN melakukan pendataan  masyarakat
dengan mencatat status kepemilikan tanah dan cara perolehan
tanah, seperti permohonan perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB) dan pajak penghasilan yang dibayar (PPH).

3. Pengukuran: proses selanjutnya adalah pengukuran, yang meliputi
pengukuran pajak dan lebar tanah,penetapan batas tanah,dan
pengukuran bentuk bidang tanah serta luas bidang tanahnya.

4. Sidang Panitia A: Sidang panitia ini dilaksanakan oleh tiga orang
anggota BPN dan seorang perwakilan desa atau kelurahan.Tujuan
dari proses ini adalah untuk meninjau data hukum, melakukan
penyelidikan lapangan, mencatat keberatan, menarik kesimpulan,
dan memperoleh informasi tambahan lainnya.

5. Pengumuman dan Pengesahan: Setelah melewati sidang, panitia
mengumumkan hasil dari sidang tersebut. Kemudian petugas akan
melakukan pengesahan kurang lebih selama 14 hari dengan syarat
pengumuman telah ditempel di kantor desa atau Kantor Kelurahan
ataupun Kantor Pertanahan.

6. Pembayaran BPHTB: Jika tanah yang didaftarkan dikenakan
BPHTB (tanah yang diperoleh melalui transaksi jual
beli,warisan,atau hibah), maka peserta PTSL wajib membayar
biaya tersebut.Biaya ini ditanggung oleh pemerintah atau peserta

program dan tidak dipungut biaya.
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Berdasarkan (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2023)
13 tahapan atau standar pelaksanaan dalam Program Pendaftaran Tanah
Sistematis, yaitu:
Tabel 4 1 jhjkxkakmk

Penetapan
Lokasi

Pengumuman

Data Fisik dan
@ Data Yuridis E]
serta
Penegasan

Pengesahannya
P 5onvm"sl.

)

5 @

[l Persiapan

E] Perencanaan

Pembentukan ¥
dan P P
Panitia Ajudikas|
PTSL dan Satuan
Tugas

F Hak
dan Pemberian

v

Penelitian Data

X
Yuridis untuk
Pembuktian Hak Pelaporan

Pendokumentasian
dan Penyerahan
Hasil Kegiatan

23
yeloje

Pengumpulan E] Penerbitan Sertipikat
Data Fisik dan

Pengumpulan
Data Yuridis

Gambar 4. 2 Standar Pelaksanaan PTSL

(Sumber: JUKNIL PTSL 2023)

Pelaksanaan program PSTL di Kota Batu diawali dengan tahap persiapan
yang meliputi pengumpulan data tanah, verifikasi, dan validasi. Bapenda Kota Batu
bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Keuangan
Daerah (BKD) untuk mendata pertanahan yang ada. Datatersebut kemudian diolah
dan diperiksa untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Bapenda Kota Batu
kemudian melakukan verifikasi dan verifikasi data tanah tersebut melalui aplikasi
SIMPEDA. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tanah yang
dikumpulkan konsisten dengan kenyataan di lapangan. Validasi data tanah
dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah data tanah diverifikasi dan divalidasi, bapenda kota batu akan
melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah ini dilakukan
dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS), yang memungkinkan

pemerintah memantau dan mengelola data dengan lebih efektif. Pelaksanaan
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Program PSTL di Kota Batu juga akan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat. Bapenda Kota Batu melakukan kegiatan sosialisasi dan
edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran
tanah dan manfaatnya bagi masyarakat setempat.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jatim ikut serta dalam program
PTSL Tahun 2018 (Ayu, 2018). Desa yang terdaftar dalam Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2023 terdiri dari 6 desa yaitu:

1) Temas

2) Pesanggarahan

3) Punten

4) Bulukerto

5) Pandanrejo

6) Sumber Brantas (tanah P1I atau Redistribusi)

Pelaksanaan PTSL Badan Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Batu N0.188.45 tahun 2022 tentang pemberian pembebasan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat pemberian
pembebasan BPHTB bagi Warga Kota Batu yang mengikuti program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 (Media Online Malang Update
News 99, 2022). Pembebasan PTSL baru dilaksanakan pada tahun 2022 di
karenakan dasar penetapan SK Walikota Batu tersebut adanya SK Gubernur yang
ditanda tangani pada Desember 2021. Surat Keputusan Gubernur dijadikan
sebagai dasar hukum keluarnya Surat Keputusan Walikota Batu untuk
pembebasan BPHTB tahun 2022, asas hukum menentukan bahwa hukun tidak
bisa berlaku surut atau kebelakang. Dengan adanya pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat membantu percepatan Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program pembebasan BPHTB
jika nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dibawah Rp 75.000.000 . Sertifikat yang
diajukan melalui PTSL digratiskan oleh pemerintah untuk mengurus Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditandai dengan stempel
warna merah yang ada didalam Sertifikat Hak Milik wajib pajak.
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4.3 Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam pelayanan BPHTB

melalui implementasi Program PTSL

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu memegang peranan penting
dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada
BPHTB di Wilayah Kota Batu yaitu hanya melakukan penelitian/ verifikasi
kelengkapan administrasi terhadap setiap penerimaan dokumen SSPD Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban wajib
pajak (Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 2021). Pemungutan BPHTB
dilakukan dengan cara self assessment system, yaitu wajib pajak diberikan
kepercayaan untuk keperluan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak
yang terutang, kemudian wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
menggunakan Formulir Permohonan Penelitian BPHTB melalui PPAT/Notaris,
PPAT/S. Dokumen Formulir Permohonan Penelitian BPHTB diisi dengan cara
mengakses secara online pada situs web bapenda.batukota.go.id. Selain itu,
dokumen pendukung harus diunggah di website bapenda.batukota.go.id sebagai
berikut:

A. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bargunar
dari Waris wajib dilampiri:
1) Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB;
2) SPPT PBB tahun beialan dan tidak ada tunggakan PBB;
3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Ahli Waris;
4) Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian;
5) Surat Pernyataan Ahli Waris:
6) Foto objek pajak disertai titik koordinat;
7) Surat Kuasa jika dikuasakan; dan

8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penerima Kuasa.
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FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN BPHTB

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu JI.
Panglima Sudirman No.507 Lt1 Gedung B
Di - Batu

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Wajib Pajak (Pembeli\Penerima) : Choirul Wahyudi

Alamat Wajib Pajak : JI. Wukir RTOOS5 RWO0OS Desa/Kel.Temas Kec. Batu
No. Telp / HP : 082347889871

Bersama ini menyampaikan berkas BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau
bangunan sebagai berikut :

NOP PBB
Alamat Obyek Pajak : JL Wukir XIl DLM RT005 RWO00S5
Desa / Kelurahan : Temas
Kecamatan : Batu
Kab. / Kota : Kota Batu
Uraian Luas NJOP Luas x NJOP
Bumi / Tanah 1.050 m2 1.274.000 1.337.700.000
Bangunan
Jumlah NJOP | Rp 1.337.700.000
Harga Transaksi | Rp 1.337.700.000
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 1.337.700.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp 300.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 1.037.000.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang Rp 51.885.000
Sanksi Administrasi atau Denda
Jumlah yang harus dibayar Rp 51.885.000
Terbilang :Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : (05) Waris

*) Terlampir dokumen pendukung sebagai berikut :
Foto copy KTP dan KK (Pemberi Hak dan Hak) -> Dy
Foto copy Surat Keterangan Waris (Jika Waris) -> Dilegalisir
Foto copy Surat Keterangan Kematian -> Dilegalisir
Foto copy SK NJOP / SPPT PBB tahun Pajak -> Dilegalisir
Fofo copy Surat Tanah -> Dilegalisir
Surat Kuasa dan foto copy KTP Kuasa Waijib Pajak -> (Apabila Dikuasakan)
Surat Harga T
Foto copy Kwi i > D,
Foto Lokasi dan Peta Lokasi -> (Berwarna)
. Melunasi semua tunggakan PBB
. Surat Pengantar dari desa mengenai perolehan peralihan hak -> (Khusus PTSL)

SS20ONONAWNS

S0

" Batu, 19 Juni 2023
Mengetahui, 3 = %
PPAT / PPATS / Notaris / Waijib Pajak / Kuasa Pajak
KPKNL

Gambar 4. 3 Formulir Permohonan Penelitian BPHTB

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota batu)

B. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bargunan

dari Pendaftaran Tanah Sistematis kngkap (PTSL) wajib dilampiri:

1) Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB;

2) SPPT PBB sesuai tahun penerbitan sertifikat dan tidak ada tunggakan
PBB;

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemberi dan/atau
Penerima Hak;

4) Fotokopi Sertfikat PTSL;

5) Foto objek pajak disertai titik koordinat;
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6) Surat Kuasajika dikuasakan; dan

7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penerima Kuasa

Hasil penelitian BPHTB diterima dan Wajib Pajak selanjutnya diberikan

Nomor Pokok Objek Pajak (NIOP atau Kode Pembayaran) melalui PPAT/Notaris,
PPATY/S sebagai berikut:

. = |
PELAYANAN BPHTB
ROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
Sudirman 507 Biok B Lt 1 Batar BANGUNAN’

Kota Among Tani_Kota Baty

BATU. 31.AUG-2023
NOMOR PELAYANAN 95
TGL PELAYANAN

15-Jun-2023
TGL SELESAI (Parkraan) 044t 2023
VIRTUAL ACCOUNT @ innn s o
JUMLAH PAJAK Rp 51885000 -
KETERANGAN ACC . MASA PAJAK Juk 2023
JENIS PELAYANAN VALIDASI
JENIS PEROLEHAN WARIS
NAMA PEMOHON MUHAMMAD MUHAROR HABIBI SHCHORUL WAHYUD! CS
ALAMAT PEMOHON JL WUKIR RTDOS RWOOS KEL TEMAS KEC BATU KOTA BATU 65315
DATA WAJIB/OBJEK PAJAK
NOP ooy
NAMA WAJIB PAJAK CHOIRUL WAHYUDI CS
ALAMAT WAJIB PAJAK JL WUKIR
LETAK OBJEK PAJAK JL VWAOR XN DLM
KELURAHAN TEMAS
KECAMATAN BATU
etode Pembayaran

ank Jatim :

tlain Bank Jatim :

etalul ATM / M-Banking / Setoran tuna: o Teller Bank. gunakan Virtual Account pada menu Bayar lalu plih Virtual Account (va)
anakan Virtual A

gai No. R. g Tujuan, gan cara seb. benkut
Masuk ke Account Bank / Teller Bank Anda (BCA, BRI, Mandiri. BNI. CIMB. BTN an).
Pilih Menu Transfer ke Rekening Bank Lain,

Pilh Bank Jatim atau BPD Jatim atau Masukkan Kode Transfer Bank Jatim (114)
Masukkan Virtual Account Anda di No Rekening Tujuan

Pih Transfer Realtime Online Via ATM Bersama atau Prima

(tidak berfaku metode transfer via B1 FAST)
Masukkan Nominal Transfer sesuai dengan Jumiah Pajak di atas.
Pdih Kinim

Gambar 4. 4 Nomor Pelayanan BPHTB

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota batu)

Jika setelah melakukan penghitungan,pembayaran dan pelaporan pajak

yang terutang Wajib Pajak akan diberikan SSPD-BPHTB melalui PPAT/Nataris,
PPATY/S sebagai berikut:



21

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
_ ( SSPD - BPHTB)
ey
DAN PENDAPATAN DAL RAM
1 nama Wat Paas CHOIRUL WANYUDI CS

2 NEae -

3 Aamat Vwad Paas JL. WUKIR RTO0S BWOOS DFSA/KEL. TEMAS KEC BATU BATY S531S

T Nomor Obies Pajak (NOP) PEB

I Leax Tanan oan atau Bangunan JL WUKIR XII DLM RTOOS RWOS
KOTA BATU

DESA/KEL. TEMAS KEC. BATU

Semtungan NJOP PEBS tahun 2023

Luas NJOP PBB (Rp )
Uraan ( Dwss luas tanah can atau ( Dus: berdasarkan SPPT PBS tahun Luas x NJOP PBB /m2 (Rp )
banguran yang ) P haktanun ) |

Tanah (Bum) 3 1.050 m2 s 1.274.000 7. 1.337.700.000]
Sangunan - & 8

ML NJOP PES ° 1.337.700.000|

10 Harga Transaks: / Nda: Pasar ®Rp. 1.337.700.000|
11 sers perciehan hak atas tanah 0an atau bangunan  [05. WARIS
12 Nomor Serufikat 1332
PENGHITUNGAN BPHTE (Hanya dus: berdasarkan penghitungan Wapb Pajak)
1 Nia: Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatkan nilai pada B © dan B 10 1. [mo- 1.337.700.0C0
2 Nea: Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 |mo- 300.000.0C0C
3 Nuas Percienan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 -angka 2| 3 |Re. 1.037.700.000
4 Bea Perciehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang S% xangka 3| 4 |Rp. 51 .885.000
Jurmian setoran berdasarkan
a Penghaungan Wajyb Pajak
[0 © STPD/SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB
[ © Pengntungan dihitung sendin men;ad: * Berdasarkan peraturan KDH
O«
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan
{ Rp. 51.885.000) = Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima

Rabu Rupiah =

Bercasarkan permaungan C4 dan pdinhan di D

Batu, 01 September 2023
Telah Divenfikasi

- KEPAI » Ranas ool COAERAH
Hanya dus: clen Nomor Dokumen——1
o NOP PES Baru ]
v 2= Daerah (NTF_ T
13549 Lo

Frr et By 5§tk Bacen Ferdepaien Deereh Fots Bats

Gambar 4. 5 Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota batu)

Hasil pengajuan Permohonan Penelitian BPHTB yang telah selesai dan
bukti validasi SSPD-BPHTB ini bukti sudah mengajukan BPHTB yang terutang.
Untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik yang bertanda merah memulihkan dengan
mengajukan BPHTB, adanya tanda merah didalam Sertifikat Hak Milik maka

masih ada tagihan yang belum diabayar atau yang belum di selesaikan BPHTB.



22

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB Kota Batu

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada BPHTB
Kota Batu memerlukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang perlu
ditimbangkan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi
pada program PTSL:
4.4.1 Faktor Pendukung

1) Keterlibatan Pihak Berwenang
Keterlibatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Kepala Desa, dan
Badan Pendapatan Daerah (BPD) dalam proses pendaftaran tanah
sistematis lengkap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya program ini. Mereka dapat memberikan informasi yang jelas
dan tepat mengenai prosedur pendaftaran dan manfaatnya.
2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia mempunyai dampak yang sangat besar terhadap
keberhasilan implementasi, karena implementasi akan lambat tanpa
kebijakan SDM yang andal (Agusyanti & Sujianto, 2023). Oleh karena itu,
pelaksanaan Program Pertanahan Total Sistematis (PTSL) di Kota Batu
memerlukan sumber daya dan kemampuan pengendalian lapangan yang
memadai dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL).

Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan efektivitas dan kelayakan
program PTSL, penting untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari
personel yang kompeten dan berpengalaman di sektor pertanahan. Tim ini
akan berperan penting dalam berbagai aspek program, termasuk
pengukuran, sosialisasi, dan pelaksanaan, serta memastikan terlaksananya
prosedur pendaftaran tanah secara sistematis sesuai dengan peraturan
BPHTB. Keahlian dan keterampilan individu di sektor pertanahan,
khususnya di bidang teknis dan hukum, merupakan hal yang sangat penting

bagi keberhasilan pelaksanaan program PTSL. Para profesional ini akan
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memberikan bantuan yang berharga dalam memasukkan data sertifikasi,
melakukan pengukuran dan verifikasi data, dan memastikan kepatuhan
terhadap pedoman BPHTB untuk memasukkan data.
3) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Kota Batu mengikuti program PTSL dengan sangat antusias.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah peserta kegiatan sosialisasi
dan pendaftaran PTSL. Masyarakat memahami pentingnya memiliki
sertifikat tanah dan bersedia berpartisipasi aktif dalam program ini.
Keterlibatan masyarakat juga tercermin dari kesediaan mereka untuk
memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk proses pendaftaran PTSL.
Hal ini memudahkan Badan Pendapatan Daerah dan BPN dalam
melakukan verifikasi dan penerbitan sertifikat. Selain itu, masyarakat juga
berperan aktif dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan PTSL di

lingkungannya.
4.4.2 Faktor Penghambat

1) Kurangnya Sumber Daya

Penyelenggaraan PTSL memerlukan sumber daya manusia yang memadai,
baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Bukan hanya terbatasnya jumlah
personel survei dan pemetaan tanah, namun juga kurangnya keterampilan
teknis personel dapat menghambat proses pelaksanaan PTSL. Hal ini dapat
memperlambat proses survei, pemetaan dan penerbitan sertifikat tanah.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga dapat menyebabkan
kesalahan dan ketidakakuratan data yang dihasilkan sehingga dapat
menghambat proses sertifikasi tanah.

Pemerintah Daerah Kota Batu perlu meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL. Hal ini dapat dicapai
melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan personel
dalam bidang survei, pemetaan dan penerbitan sertifikat tanah. Selain itu,
pemerintah daerah juga perlu menambah jumlah personel yang terlibat

dalam program PTSL untuk mencapai tujuan dan mencapai hasil yang
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optimal. Mempekerjakan tenaga profesional dan teknisi berpengalaman
dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

2) Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerapan PTSL melibatkan berbagai otoritas terkait seperti BPN,
pemerintah daerah, dan masyrakat. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
antar lembaga pemerintah dapat menyebabkan duplikasi peran dan
tanggung jawab serta menghambat pelaksanaan program. Misalnya,
terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah dan BPN
mengenai identifikasi properti terdaftar.
Pemerintah daerah mungkin mempunyai data dan informasi yang berbeda
dengan BPN, sehingga sulit menentukan properti mana saja yang masuk
dalam program PTSL. Selain itu, kurangnya koordinasi juga dapat
menyebabkan pembagian tugas dan tanggung jawab antar otoritas tidak
jelas. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di lapangan dan
menghambat proses pelaksanaan PTSL. Untuk mengatasi permasalahan ini,
Pemerintah Daerah Kota Batu sebaiknya meningkatkan koordinasi dan
sinkronisasi dengan BPN dan instansi terkait lainnya. Hal ini dapat
dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, pertukaran data dan informasi,
serta pengelolaan bersama pelaksanaan program PTSL.

3) Permasalahan Lahan dan Kepemilikan Tanah
Terdapat beberapa permasalahan terkait status kepemilikan tanah, antara
lain: Sengketa batas wilayah, tumpang tindih hubungan kepemilikan, dan
ketidakjelasan batas wilayah. Permasalahan ini dapat menghambat proses
survei dan pemetaan tanah pada program PTSL. Hal ini juga dapat
mengakibatkan tertundanya penerbitan sertifikat properti. Jika terjadi
perselisihan atau permasalahan mengenai kepemilikan tanah, maka proses
sertifikasi akan diblokir hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
Pemerintah Daerah Kota Batu hendaknya proaktif menyelesaikan
permasalahan tanah dan kepemilikan tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui

mediasi, negosiasi, atau bahkan penyelesaian sengketa di pengadilan.
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Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan inventarisasi dan
pendataan yang lebih komprehensif mengenai status kepemilikan tanah di
wilayahnya.

Hal ini akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan
yang ada sehingga proses pendaftaran tanah melalui program PTSL dapat

berjalan lebih lancar.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Badan

Pendapatan Daerah Kota Batu, maka penulis banyak mendapatkan pengetahuan

mengenai perpajakan yang dapat disimpulkan sabagai berikut:

1)

2)

3)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah
sistematis dilakukan secara serentak dengan tujuan untuk menyediakan
kepastian hukum dan perlindungan hukum pajak. Pelaksanaan program PSTL
di Kota Batu diawali dengan tahap persiapan yang meliputi pengumpulan data
tanah, verifikasi, dan validasi. Bapenda Kota Batu bekerja sama dengan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk
mendata pertanahan yang ada. Pada tahun 2022 adanya pemberian
pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL.

Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan
dengan cara self assessment system, yang dimana wajib pajak harus
menghitung, memungut dan melaporkan pajaknya sendiri. Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu memegang peran dengan melakukan penelitian/ verifikasi
kelengkapan administrasi terhadap setiap penerimaan dokumen SSPD Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban
wajib pajak.

Dengan adanya PTSL adanya penambahan objek PBB-P2 baru, objek pajak
baru berkontribusi terhadap penerimaan PBB-P2. PBB-P2 merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang penting dengan adanya PTSL,dikarenakan
terdapat peningkatan penerimaan PBB-P2 setelah diterapkannya PTSL dari
tahun 2021 s/d 2023 selalui melampui target yang ditentukan dan jumlah

penerimaanya selalu bertambah setiap tahun.
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5.2 Saran

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu agar pemerintah mempertimbangkan
untuk memberikan pembebasan BPHTB tidak hanya kepada peserta tahun 2022,
tetapi juga kepada peserta sebelumnya, mengingat program ini telah berjalan sejak
2018. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi protes

muncul terkait kebijakan yang terkesan diskriminatif.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan PKN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
Jalan Kalimantan No.37, Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 159, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342 Faksimili (0331) - 335586

LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL PRAKTIK KERJA NYATA
KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Nama Kegiatan : Praktik Kerja Nyata
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Alamat : JI. Panglima Sudirman, No. 507, Pesanggarahan, Kec. Batu, Kota

Batu, Jawa Timur.

Waktu Pelaksanaan  : 15 Januari 2024 — 28 Maret 2024

Pelaksana : Diva Putri Suci Aprilia 210903101053
Suci Meyliana AZzahra 210903101091

Bersama dengan ini kami memberi persetujuan kepada mahasiswa Fakultas [lmu Sosial dan
Ilmu Politik Program Studi Diploma Tiga Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

Jember, 20 Desember 2023
Ketua Pelaksana

Diva’Putri Suci Aprilia

NIM 210903101053
Menyetujui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Koordinator Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ilmu Sogial dan JImu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
iversi Universitas Jember
Dr. Selfi Budi H¢piastutif M.Si. Dr. Yuslipda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB

NIP 197003 1P 197909192008122001
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Lampiran 2. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 258/UN25.1.2/SP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.
NIP 1 196002191987021001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No. Nama NIM Program Studi
1. | Diva Putri Suci Aprilia 210903101053 D III Perpajakan
2. | Suci Meyliana Azzahra 210903101091 D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Januari 2024
N\

Tembusan

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
2. Koordi D III Perpajakan FISIP UNEJ

P4

3. Mahasi yang bersangk




32

Lampiran 3. Surat Pengantar BAKESBANGPOL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.uncj.ac.id

Nomor : 020/UN25.1.2/SP/2024 2 Januari 2024
Hal : Permohonan Kegiatan PKN

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
J1. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu
Kota Batu Jawa Timur 65313

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Jember, maka setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti
kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharap kesediaan Saudara memberikan
kesempaan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.
Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No NAMA NIM Program Studi Kontak Person
1. | Diva Putri Suci Aprilia 210903101053 | D3 Perpajakan | 0812-7933-5983
2. | Suci Meyliana Azzahra 210903101091 | D3 Perpajakan | Diva Putri Suci A.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikerima kasih.

Z

i oko Poermnomo, M.Si., CIQnR., CSBA.
—218/196002191987021001

Tembusan :
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
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Lampiran 4. Surat Penerimaan Tempat PKN

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .
Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1
Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telp./Faks. (0341) 5025655, Emall : dpmptspkotabatu@gmail.com

ETERANGAN PENE
070/073/422.105/SKP/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kes;atuan Bangsa dan Politik
Kota Batu Nomor 072/0059/422.205/1/2024 Tanggal 23 Januari

2024
memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
Nama : Suci Meyliana Azzahra
Alamat : Ds Jetis Ngariboyo RT 01 RW 01 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan
No. Identitas : 3520167105020002
Judul Penelitian : Praktek Kerja Nyata Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Tujuan Penelitian : Melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan

Daerah Kota Batu
Lokasi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Waktu Penelitian : 15 Januari 2024 s/d 28 Maret 2024

Perpajakan

Bidang Penelitian
Status Penelitian : Magang

Lembaga : Universitas Jember

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi (DIII Perpajakan)

Anggota Peneliti : Diva Putri Suci Aprilia

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan tersebut dilaksanakan dewn
ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

2. Selama melaksanakan kegiatan diwajibkan mentaati peraturan dan tata tertib
yang berlaku.

3. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada instansi yang menjadi tempat
penelitian/PKN/PKL/Magang/Audiensi.

4. Peneliti setelah mendapatkan Surat Keterangan Penelitian wajib melakukan
proses registrasi dan upload laporan pada aplikasi SILAJUMANDAT Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.

5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang

surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
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diberikan untuk dapat dipergunakan

Demikian surat keterangan penelitian

sebagaimana mestinya.

Batu, 25 Januari 2024

o Ditsndatengani Secars Elektronik oleh :
' KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
An. saty
. Dra. DYAH LIES TINAP
W= NIP, 19681212 198809 2 001
=

Tembusan :

Yth: 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu;

@ Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal boto Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faxsimile (0331) 335586
Laman fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 1677 /UN25.1.2/KP/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si.,, CIQnR, CSBA'

NIP :196002191987021001

Pangkat, Gol. : Pembina, IV/a

Jabatan : Dekan FISIP Universitas Jember

Menugaskan kepada :

Nama : Dr. Yuslinda Dwi Handini, M.AB

NIP :197909192008122001

Pangkat, Gol. : Penata, I1I/c

Jabatan : Koordinator Prodi D3 Perpajakan FISIP Universitas Jember

Dalam rangka Supervisi Praktek Kerja Nyata Tahun Akademik 2023/2024 Mahasiswa
Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan [Imu Politik Universitas
Jember pada tanggal 15 Januari s.d. 28 Maret 2024 ke Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

secara Online.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab dan setelah selesai

wajib melaporkan hasilnya secara tertulis.

CS| Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 6. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

TADWAL MAHASISWA/I MAGANG PERIOOE 2024
IANUARI
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Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,RISET, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)

PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER
NO INDIKATOR PENILAIAN NILAI
ANGKA HURUF

1 | Penguasaan Materi Tugas oL A

2 | Kemampuan / Kerjasama o7 A

3 Etika 2g A

4 | Disiplin 97 A

NILAI RATA-RATA 294 = 97
Identitas mahasiswa yang dinilai : )
Nama ;S Teyiona Ak
NIM . 9\0qo3'0\09\
Jurusan : Ilmu Admnistrasi
Program Studi : DIII Perpajakan
Yang menilai : -
Nama 3 Pama \{GMI ' E B
Jabatan . kasu hd . ?e[ayrm an  dan lhfmmau
Instansi : BAPENDA
Tanggal : 15 Marety 2024
Tanda tangan dan stempel :
DT
&
< Q
Pedoman Penilaian (%) ek
NO. HURUF ANG

1 A ISTIMEW

2 AB 75 < AR 80 AT

3 B 70<B< AT

4 BC 65<BC<70 CUKUP BAIK

s c 60<C<65 CUKUP

6 co 55<CD<60 KURANG

? D s0<D<55

L DE 45<DE<50 SANGAT

9 E <A KURANG




Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBE
FAKULTAS ILMU SOSIAL D

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Buml Tegal Boto
Tolopon 0331-330224, 334267, 337422, 3331

Laman : www.unej.ac.dd

SURAT TUGAS

Nomor : 3049/UN25.1.2/SP/2024

AN IL
Kotak Pos 159 Jember 68121
47 * Faximile 0331-339029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

R
MU POLITIK

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Iimu Sosial
dan Tlmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

NIP. 197909192008122001

No Nama/ NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Keterangan
Dr.Yuslinda Dwi Handini
1 | S.S0s,M.AB. / Penata/ IlL.c Lektor DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama
NIM

: Suci Meyliana Azzahra,
1210903101091

Jurusan :D3 Perpajakan

:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Peningkatan
Penerimaan Pajak BPHTB Kota Batu

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Judul

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni

2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.,CIQnR.,CSBA.
NIP. 196002191987021001
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Supervisi

@ Zoom Meeting - a8 X

Yuslinda Dwi Handini §

suci meyliana

5 R Q sen tew U@ CE O Ae R L "N 0



DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PERIODE : 01 January 2023 s/d 31 December 2023

NO. KODE REKENING JENIS PENERIMAAN TARGET TH_2022 JUMLAH 4l %
1{12005000041101 Pajak Hotel 39.978.514.135,00 41.771.520.658,00 104,48
1200500004110102 Hotel Bintang Lima 4.345.390.459 7.287.169.991 167,70
1200500004 110103 Hotel Bintang Empat 4.345.390.459 13.668.900.299 314,56
1200500004110104 Hotel Bintang Tiga 4.345.390.459 11.182.305.219 257,34
1200500004 110105 Hotel Bintang Dua 4.345.390.459 96.590.411 2,22
1200500004 110106 Hotel Bintang Satu 4.345.390.459 30.702.270 0,71
1200500004 110107 Hotel Melati Tiga 4.345.390.459 4.924.124.968 113,32
1200500004 110108 Hotel Melati Dua 4.345.390.459 221.730.719 5,10
1200500004 110109 Hotel Melati Satu 4.345.390.459 1.585.710.071 36,49
1200500004110111 Gubuk Pariwisata (Cottage) 4.345.390.463 1.824.764.509 41,99
1200500004110112 Losmen 750.000.000 801.983.788 106,93
1200500004110113 Rumah Penginapan (Home Stay) 20.000.000 11.510.908 57,55
1200500004110114 Wisma Pariwisata / Villa 100.000.000 136.027.505 136,03
2 12005000041102 Pajak Restoran 32.508.922.081,00 33.943.848.512,00 104,41
1200500004110201 Restoran 13.906.215.541 25.910.369.856 186,32
1200500004 110202 Rumah Makan 2.750.000.000 2.569.221.084 93,43
1200500004 110203 Cafe 13.906.215.540 3.427.312.079 24,65
1200500004 110204 Kantin - 46.000 -
1200500004 110205 Katering 1.871.491.000 2.028.645.483 108,40
1200500004 110206 Warung 75.000.000 8.254.010 11,01
3 /12005000041103 Pajak Hiburan 40.374.050.759,00 35.642.565.032,00 88,28
1200500004110301 Tontonan Film/Bioskop 400.000.000 422.405.005 105,60
1200500004 110305 Pameran 35.844.050.759 31.525.205.265 87,95
1200500004 110307 Karaoke 100.000.000 96.236.313 96,24
1200500004110314 Balap Kendaraan Bermotor - 1.954.545 -
1200500004110315 Permainan Ketangkasan 4.000.000.000 3.558.430.817 88,96
1200500004 110316 Panti Pijat/Refleksi 30.000.000 29.613.750 98,71
1200500004110318 Pusat Kebugaran - 8.719.337 -
4 112005000041104 Pajak Reklame 2.250.000.000,00 2.126.962.442,00 94,53
1200500004110401 Rek. Papan/Permanen 1.500.000.000 1.574.540.687 104,97
1200500004 110402 Rek. Kain 750.000.000 552.421.755 73,66
511200500004 1105 Pajak Penerangan Jalan 17.106.516.617,00 17.987.602.184,00 105,15
1200500004110501 Penerangan Jalan PLN 17.106.516.617 17.987.602.184 105,15
6 1200500004 1107 Pajak Parkir 2.281.710.009,00 1.942.854.567,00 85,15
1200500004110701 Parkir 2.281.710.009 1.942.854.567 85,15
7 1200500004 1108 Pajak Air Tanah 1.203.246.046,00 727.021.811,00 60,42
1200500004110801 Air Tanah 1.203.246.046 727.021.811 60,42
8 112005000041112 Pajak PBB P-2 17.000.000.000,00 17.170.909.011,00 101,01
1200500004111201 Bumi dan Bangunan (PBB-P2) 17.000.000.000 17.170.909.011 101,01
9 112005000041113 Pajak BPHTB 61.010.751.353,00 52.384.185.735,00 85,86
1200500004111301 BPHTB 61.010.751.353 52.384.185.735 85,86
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JUMLAH

213.713.711.000,00

203.697.469.952,00

95,31

10

12005000041407

Pendapatan Denda Pajak

1200500004 140701 Denda Pajak Hotel - 21.242.583 -
1200500004 140702 Denda Pajak Restoran - 37.499.271 -
1200500004 140703 Denda Pajak Hiburan - 5.547.340 -
1200500004 140707 Denda Pajak Parkir - 259.080 -
1200500004 140708 Denda Pajak Air Tanah - 7.211.615 -
1200500004 140712 Denda PBB-P2 - 948.619.095 -
1200500004 140713 Denda BPHTB - 457.500.000 -
1200500004141801 Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - 1.720.270 -

JUMLAH

1.479.599.254,00

TOTAL

213.713.711.000,00

205.177.069.206,00




Lampiran 11. PERDA Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023

Menimbang

FROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

a bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan kewenangan daerah dan bagian dari
perwujudan akuntahilitas penyelenggaraan otonomi
daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan
efigiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya
daerah dan keaejahteraan umum masyaralkat,

b. bahwa eksistensi kebijakan restrukturisasi aserta
eksatensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh
pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan
fiskal serta perubahan nomenklatur pada retribusi
memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan
pemungutan pajak dan retribusi di daerah;

¢. bahwa beberapa Peraturan Daerah  terkait
perpajakan dan retribusi di daerah sudah tidak
sesuai  dengan  perkembangan  hukum  dan
kebijakan nasional, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
diperlukan pengaturan mengenai  pajak  dan
retribusi yang aktual, komprehensif, dan berdayva
guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan
uniuk memberikan landasan dan kepastian
hukum, serta sebagai bentuk simplifikasi regulasi

43



12

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Pengpunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan
WALI KOTA BATD

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yvang dimaksud dengan:
1.
2

Daerah adalah Kota Batu.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

‘Wali Kota adalah Wali Kota Batu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DFED Kota Batu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

Halaman 4 dard 138 Him...
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10.

11.

12,

13.

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
teraehut.

Pajak Daerah yvang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yvang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah hagi sebesar-
besamya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atan pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan danfatau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yvang
dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan._

Subjek Retribuai adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan fmenikmati pelayanan barang,
jasa, danfatau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal
yang merupakan kesatuan, baik yvang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,
atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, konggi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, ofganisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
Halaman 5 dari 138 Him...
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19.

20.

21.

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.
FPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

wvang aelanjuinya disebut PBEB-F2 adalah Pajak atas
bumi danjfatan bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan fatan dimanfaatkan oleh orang pribadi atao
Badamn.

Bumi adalah permukasan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yvang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Milai Jual Ohjek Pajak wang selanjutnya disinghat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transakai jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain wvang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPFHTE adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah danfatan Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah danjatan Bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan  diperolehnya hak atas tanah
dan fatau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam wndang-
undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Fajak Barang dan .Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat FPBJT adalah Pajak wang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa

tertemtu.

Hadaman & dari 138 Hlm...




(1 Objek EPHTE adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Halamar 16 dari 136 Him..,

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  pemindahan hak karena:

L

U L

10.
11.

jual beli;
tukar-menukar;
hibah;
hibah wasiat;

Was;

pemasukan dalam perseroan atau badan
hubkum lain;

pemisahan hak yang mengakibathan
peralihan;

penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan  putusan hakim  yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
penggabungan usaha;

peleburan usaha;
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(4) Yang dikecualikan dari objek BPHIE adalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a.

untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan
Daerah, penyelenggara negara, dan lembaga
negara lainnya yang dicatat sebagai barang
milik negara atau barang milik Daerah;

Halaman 19 dari 138 Him...

oleh  negara  untuk  penyelenggaraan
pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

untuk  badan atau perwakilan lembaga
internasional dengan syarat tidak menjalankan
uzaha atau melakukan kegiatan lain di luar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan
lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangarn;

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi
hak atau karena perbuatan hukum lain dengan
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] Indeks ; :

Fungsi Fungsi bp x Ip Klasifikasi dan Parameter
0.3 x 2,00 = 0,60 Kompleksitas : tidak

Usaha sederhana
0,20 x 2,00 = 0,40 &

(non 0,7 0.50x 1.12 = 0.56 Permanensi : permanen

UMKM) e e : ’ Ketinggian : 3 lantal
1!5: x Ip) Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092

Cara perhitungan nilai

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x

Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x
Indeks BG Terbangun
: 500 x (0,45 % x Rp4.650.000,00) x 1,092 x 1

: Rpl18.737.082,00

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Halaman 138 dars 138 Hlm...
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Lampiran 12. Permen No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEFALA BADAN PERTANAHAN NASIOMAL
REFUELIK INDONESLA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a.  bahwa untuk mengatur kembali pelaksanasan percepatan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangf
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nemor 12 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Siatematis Lenglkap;

b. bahwa ketentuan pendaftaran tanah sistematis lengkap
vang diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, masih terdapat beberapa
permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga
memerlukan penyempumaan substansifmateri dengan
menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah
maupun ketentuan pertanahan lainnya agar
terselenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap di
seluruh wilayah Republik Indonesia;




Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangfKepala Badan
Pertanahan MNasional tentang Pendaftaran Tanah
Siatematis Lenglkap;

Undang-Undang Nomaor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Diasar Pokok-Pokok Agraria [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 204.3);

Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomaor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenia dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
RuangfBadan Pertanahan MNasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5804);
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11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18];

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematia Lengkap di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara AgrariafKepala Badan
Pertanahan WNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara AgrariafKepala Badan
Pertanahan WNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara AgrariafKepala Badan
Pertanahan Masional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Masional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensai [Berita Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sehagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan MNasional Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata FRuang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor
Kadaster Berlisensi [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomaor 1111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAMN NASIONAL TENTANG FENDAFTARAN
TAMNAH SISTEMATIS LENGEAP.

52



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan,  pembukuan, dan  penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentulk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukt
haknya bagi bidang-bidang tanah wyang sudah ada
haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya
disingkat FTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua
ohjek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia dalam sam wilayah desa/kelurahan atau nama
lainnya wyang setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu
atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan
pendaftarannya.

Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Cuna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah MNegara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan
suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat
Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal
danfatau bukan Barang Milik Negara/Daerah/
BUMN/BUMD/Desa.

Diata Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luag bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
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11.

12,

13.

14.

15.

Diata Yuridis adalah keterangan mengenai astatus hukum
atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah
susun vang didaftar, pemegang hak atau pihak yang
menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain
vang membebaninya.

Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik-
titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai,
jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
Peta Pendaftaran adalah peta yvang menggambarkan
bidang atau bidang-bidang tanah uniuk keperluan
pembukuan tanah.

Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu
bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan
suatu  skala tertentu vang batas-batasnya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan
uniuk pengumuman data fisike.

Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumban
gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi
sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah
baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut
jurusan dan koordinat baik dalam bentuk elektronik atau
non elektronik.

Surat Ukur adalah dokumen wang memuat data fisik
suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
PenGMOran.

Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar vang
memuat data yuridis dan dara fisik suatn objek
pendaftaran tanah yvang sudah ada haknya.

Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2] hurf ¢
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, yvang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersanghkutan.
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan wyang selanjutnya
disingkat KKF adalah aplikasi utama dalam menunjang
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian
Agraria dan Tata RuangfBadan Pertanahan Nasional
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur,
persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4

Ohbjelkk FTEL sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya
maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam
pelaksanaan kegiatan FTSL.

Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

4. [PErencanaan;

b. penetapan lokasi;

Cc. persiapan;

d. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL
dan satuan tugas;

penyuluhan;

f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data

yuridis;
g penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta
pengesahannya;
penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian
hak;
j- pembukuan hak;
k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
1 pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;

=

dan

m. pelaporan.

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat ([4)
dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses
serta pembiayaan kegiatan PTSL.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAFP

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan FTSL, atau
gabungan dari kegiatan FTSL dengan program dan/fatag
kegiatan lain, yaitu:

a
b.

Program Sertipikasi Lintas Sektor;
Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat;
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Penetapan lokasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam satu wilayah desafkelurahan
atau secara bertahap dalam satu hamparan.

Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

a. berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah
dialokasikan dalam AFBN/AFBD, PNBF, Corporate
Sopcinl Responsibilify (CSR) atau sumber dana FTSL
lainnya;

b. diprioritaskan pada lokasi desafkelurahan yang ada
kegiatan PRONA/FRODA, lintas sektor, Sertipikac
Massal Swadaya (SMS), CSR dan/fatau program
pendaftaran tanah massal lainnya, atau
berdasarkan ketersediaan dana vang sah aesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
untuk 1 {zatu) dega/kelurahan FTSL; dan

c. mempertimbangkan kemampuan sumber daya
manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-
masing Kantor Pertanahan.

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

ayat (1) terdiri dari beberapa desajfkelurahan,

diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek

PTSL letaknya berdekatan.

Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.

Penetapan Lokasi dibuat dalam  bentuk keputusan

sehagaimana tercantum dalam Lampiran 1T yang

merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan

Menteri ini.

Pazal 8
Dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan
dapat melabukan perubahan lokasi PTSL yang sudah
ditetapkan.
Perubahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat
(1} dibuat dalam bentuk keputusan Kepala Kantor
Pertanahan tentang perubahan lokasi FTSL.
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Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan perubahan
lokasi PFTSL sehagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada
Kepala Kantor Wilayah BPFN dengan memberikan alasan
tentang perubahan dimaksud.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pagal 9

Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan
kegiatan FTSL dengan menyiaplkan:

i

12

Ell

4

sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan FTSL;
sumber daya manusia;

kebutuhan transportasi;

koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan
alokasi anggaran.

Pagal 10
Setelah lokasi PTSL  ditetapkan, Kepala Kantor
Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yvang
berbentuk peta garis atau peta foto.
Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala
Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya vyang
dipunakan sebagai peta herja.
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ()
telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah
terdaftar haknya.
Dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum
dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi
sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah
tergebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil
pengukuran bidang tanah secara sistematis.
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Bagian Keempat
Pembentukan dan Penetapan
Pamnitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas

Pazal 11
Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetaplkan
Panitia Ajudikasi PFTSL dan satgas, yang dituanghkan
dalam bentuk keputusan.
Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi FTSL
dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan
pejabat yang menganghkatnya.
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia
Ajudikasi PTSL dan Satgas serta Berita Acara
Pengangkatan Sumpah, tercantum dalam Lampiran II1
dan Lampiran [V, yang merupakan bagian tidak
terpigahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pazal 12

Panitia Ajudikasi FTSL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

a. HKetua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai
Kantor Pertanahan;

bh. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, vang
dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan wyang
memahari umsan infrastruktur pertanahan;

c. Wakil Ketua hidang wyuridia merangkap anggota,
yvang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan vang
memahari umsan hubungan hukum pertanahan;

d. Sekretaris, wvang dijabat oleh pegawai Kantor
Pertanahan;

e. HKepala DesafKelurahan setempat atau Pamong
DesafKelurahan yang ditunjuknya; dan

f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai
kebutuhan.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya

manusia, setiap Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk

untuk lebih dari 1 [satu) atau untuk beberapa wilayah
kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap
desafkelurahan vang bersangkutan.
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PFasal 13
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi.
Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara
Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Kadaster
Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi danfatan
KJSKE wang diketuai oleh Wakil Ketua hidang fisik
Panitia Ajudikasi FTSL.
Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara
Kementerian, Pegawai Tidak TetapfPegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat
DiesafKelurahan, perangkat RT/REW [Lingkungan,
organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA),
Bhayangkara Pemhbina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat [(BHABINKAMTIBEMAS] dan/atau unsur
masgyarakat lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua
bidang yuridis Panitia Ajudikasi FTSL.
Satgas Administrasi terdini dar unsur Aparatur Sipil
Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai
Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia
Ajudikasi FTSL.
Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat
menugaskan Aparatur Sipil Negara dari Kantor Wilayah
BPN atau Kantor Pertanahan sebagai Satgas Fisik, Satgas
Yuridis atau Satgas Administrasi untuk membantu
pelaksanaan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan lain
dalam satu wilayah provinsai.
Satgas scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau
meliputi beberapa desa/kelurahan.

Pagzal 14
Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan
PTSL;

il
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Paragraf 2
Pengumpulan Data Fiaik

Pasal 19
Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan
penguluran dan pemetaan bidang tanah.
Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilaksanakan oleh Satgas Fiasik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan
teknologi  survei dan pemetasn  terdini dari  metode
terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau
metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.
Dalam melaksanakan penguluran bidang tanah, Satgas
Figik harus mengetahui data atau informasi tentang
masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas
tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu
Keluarga/ Surat Keterangan kependudukan dari instansi
vang berwenang.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada
ayat (4], Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor
Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hubmum
Perserpan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan
informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan
sesual dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian  serta
pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan
sesual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Paragraf 3
Pengumpulan Data Yuridis

Pagal 20
Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat
bukii mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah,
baik bukti tertulis, keterangan saksi danjataun
pernyataan yang bersanglutan.
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Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul
Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian  serta
pemeliharaan data dan dobumen yuridis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 21

Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan
tanah yang dituangksn dalam Risalah Penelitian Data
Yuridis.

Rigalah Penelitian Data Yuridis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Pazal 22
Untuk keperluan pembulktian hak, Panitia ajudikasi PTSL
melakukan  penelitian data yuridis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.
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Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak
lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat
dilengkapi dan dibukitikan dengan surat pernyataan
tertulis tentang pemilikan danfatau penguasaan fisik
bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersanghkutan.
Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
terdiri dari kenyataan secara fislk menguasai,
menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah
secara turun temurun dalam waktu tertentu danfatan
memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat ([3)

dibuktikan dengan  pernyataan  pemohon/peserta

Ajudikasi FTSL yang menyatakan:

a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah
yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
dan

b. tidak termasuk atau bukan merupakan:

1} aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah; atan

%) Kawasan Hutan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

dibuat dengan ketentuan:

a. disaksikan paling sedilkit oleh 2 [dua) orang saksi
dari lingkungan setempat vang tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan
wertikal maupun horizontal, wvang menyatakan
bahwa wyang bersanghutan adalah benar sebagai
pemilik dan yang menguasai bidang tanah teraebut;
dan

b. dibuat berdasarkan keterangan vyang sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik
secara perdata maupun pidana, dan apabila di
kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran
dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung
jawab Panitia Ajudikasi PTSL.
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Pazal 23

Burat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
achagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus bermeterai dan
dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

i1

o]

Bagian Kedelapan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta
Pengesahannya

Fasal 24
Rekapitulasi data wyuridis yang sudah ditwangkan di
dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-
bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-
bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis
dan Dwata Fisik Bidang Tanah.
Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian
pemilikan tanah, data yuridia dan data fisik bidang tanah
dan peta bidang-hidang tanah diumumkan dengan
menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari
kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor
Kepala Desa fKelurahan.
Fihak vang berkepentingan diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data
Figik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman.
Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan
oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk
Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Drata Yuridis [D1 202).
Diaftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat
segual dengan format sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran VI yvang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Apahila pada waktu pengesahan data fisik dan data
yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat [4) masih
terdapat kekuranglengkapan data atau masih terdapat
keberatan yang belum diselesaikan, maka data fisik dan
data yuridis tetap disahkan dengan memberikan catatan
pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data
Yuridis mengenai hal-hal vang belum lengkap danfatau
keberatan yang belum diselesaikan.

Dalam hal terdapat pithak vang mengajukan keberatan
sehagaimana dimaksud pada ayat (3] disampaikan
pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan
ke Pengadilan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dicatat
dalam Daftar Keberatan {Sanggahan terhadap
Pengumuman Hagil Penelitian Data Fisik dan Data
Yuridis (DI 309).

Penanganan keberatan dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Y
FENYELESAIAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGEAP

Bagian Kesatu

Umum

Pagal 25

Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 [empat) kluster,

meliputiz

a. Kluater 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan
data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitlean
Sertipikat Hak atas Tanah;

b. Kluster 2, yaitu hidang tanah yang data fisik dan
data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan
Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat
perkara di Pengadilan danfatau sengketa;
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c. FKluster 3, yaitu hidang tanah yang data fisik dan
data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan
diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek
danfatau  objek haknya  belum memenuhi
persyaratan  tertentu  yvang  ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ini, dan

d. Kluster 4, wyaitu bidang tanah wyang objek dan
subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat
Hak atas Tamnah, baik wyang belum dipetakan
maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai
dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan
data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam
Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lenghkap.

Kluster 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem

pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah
administrasi desafkelurahan secara lenglkap.

Bagian Kedua

Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak

Pasal 26

Dalam hal bidang tanah data fisik dan data yurndisnya
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah
|Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat [1)
huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data
Fiaik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayar (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti
dengan:

menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama
pemegang hak yang terakhir, untuk bidang tanah vang
alat bukti tertulisnya lengkap dan wyang alat bukt
tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi
maupun pernyataan yang bersangkutan, dan memberi
catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai
berikut:
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“Berdasarkan data fisikk dan data wyuridis yang
digsahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik
dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini
ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dengan
pemegang hak ......................... tanpafdengan catatan
ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di
pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL
menetapkan pengaluanpenegasan sebagai Hak Milik,
untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya
tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan
penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara
terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan
memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis
sebagai beribut: “Berdasarkan data fisik dan data
yuridis  vang disahkan dengan Berita  Acara
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal
..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan
pemegang hak .................. tanpafdengan catatan ada
keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di
pengadilan dengan ftanpa sita jaminan)

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL
mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang
tanah vang merupakan tanah Negara dengan
mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor
Pertanahan dengan mengeunakan Daftar Usulan
Pemberian Hak Milikk/Guna Bangunan fPakai (Sistematilk)
(DM 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data
Yuridis, DM 2018 dan DI 201C.
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Pagal 27

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 huruf ¢, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan

Keputusan Pemberian Hak yang dilalukan secara kolektif

dan memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar

Usulan Pemberian Hak MilikfGuna Bangunan/Pakai

[Siatematik) (DI 310} sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 66 ayat (2] Peraturan Menteri

Negara AgrariafKepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang ... jo. Pasal ... Peraturan

Menteri Agraria danm Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Masional Nomor ... Tahun 2018 tentang ...

dan memperhatikan DI 310 Nomor ... tanggal ., dengan

imi BHYEA aelaku Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota ..., memutuskan:

a. memberikan Hak MilikfHak Guna Bangunan/
Hak Pakai dengan jangka waktu ........ tahun
kepada sdr ... dkk atas bidang-
bidang tanah yang mempunyai NIB sebagaimana
yang tercantum pada DI 310 nomor ... tanggal
[ENUUPURNU T 1.1 ol |y || SUSRRUURRE - ¥ | | (SO

b. Hak Milk/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak
hak tersebut didaftar pada buku tanah.

c. Masing-masing penerima hak diwajibkan memhbayar
BPFHTE sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN [HOTA

Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara

dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak

oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana DI 310

yvang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian

hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea

Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak

Penghasilan (FFPh).
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Bagian Ketiga
Pembukuan Hak

Pazal 28
Penegasan Konversi dan Pengakuan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, dan
Penetapan Keputusan Pemberian Hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka dibukukan hak
milik, hak guna bangunan, hak pakai danfatan wakaf
dalam buku tanah yvang bersanghkutan.
Dalam pembukuan hak sebagaimana ayat (1) di atas,
pembatasan-pembatasan yang bersanglutan dengan hak
tersebut termasuk pembatasan dalam pemindahan hak,
pembatasan dalam pengpunaan tanah menyanghkut garis
sempadan pantai, sungai dan lain-lain, juga dicatat
pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan
lindung.
Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua
Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
Bentuk, isi dan tata cara pengigsian buku tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peratiran perundang-undangan.

Pazal 29
Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk
diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di
Pengadilan [Kluster 2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasgal 25 ayat (1) huruf b, maka dilakukan:
a. pembukuan hak dengan mengosongkan nama
pemegang haknya; dan
b. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah setelah adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
dan amar putusannya menyatakan salah sat pihak
sebagai pihak vang berhak.
Dalam hal putusan pengadilan yang berkuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL
berakhir, maka Kepala HKantor Pertanahan yang
menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak atas
Tanah.
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Penerhitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) dilakukan tanpa mengganti buku tanah yang telah
ditandatangani Panitia Ajudikasi PTSL.

Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk
diterbitkan sertipikat namun terdapat sengketa (Kluster
2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat [1) huruf
b merupakan tanah senghketa wyang telah dilakukan
mediasi namun belum terdapat penyelesaian;

Tanah sengketa vang telah dilakukan mediasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah mendapat
penyelesaian terhadap data fisik maupun data yuridis
dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya (Kluster
1}.

Pasal 30

Dalam hal bidang tanah wyang data fisik dan data

yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterhitkan

Sertipikat Hak atas Tanah (Kluaster 3] sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf ¢, hasil kegiatan

PTSL dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian

pendaftaran tanah lainnya.

Bidang tanah yang data fisik dan data yuridianya tidak

dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat (Kluster 3)

sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:

a. subjek merpakan Warga Negara Aging,
BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta,
subjek tidak diketahui, subjek tidak bersedia
mengikuti kegiatan PTSL, subjek tidak bersedia
membuat surat pernyataan terhutang BFHTBE
dan fatau PPh;

b. objek PTSL merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah
Colongan I yang belum lunas sewa beli, Objek
Masionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente dan
tanah kelebihan makasimum;

c. ohjek PTSL merupakan tanah ohjek landreform,
transmigrasi dan konsolidasi tanah yvang tidak dapat
diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini,

d. subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan
penguasaan fisilk bidang tanah, bagi objek FTSL
yang merupakan tanah bekas milik adat; danfatau

e. dolumen ohjek yang membuktikan kepemilikan atas
tanah tidak lengkap.
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Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibukukan Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak
atas Tanahnya kepada pihak vang berhak, setelah:

a. dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan asesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. dimohon oleh pihak yang berhak dengan
pembiayaan sendiri melalui mekanisme Penerimaan
Megara Bukan Pajak (FNBF} sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Penandatanganan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilaksanakan oleh

Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Keempat
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Pagal 31

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Fakai dan wakaf
vang sudah didaftar dalam bulum tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk
diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak
atas tanah.

Data wyuridis wang dicantumkan dalam sertipikat
sebagaimana dimaksud pada ayart (1)  meliput
pembatasan-pembatasan  termasuk pembatasan  dalam
pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah
menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan
lainnya.

Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar
pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak
menyebabkan tidak terbacanya tulisanftanda yang ada
atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang
menyatakan bahwa dolumen itu sudah dipergunakan
untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai
warkah.
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Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil
pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua
Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala
Kantor Pertanahan.

Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang
hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan
kepada nadzir.

Pagzal 32

Lokasi FTSL wyang di dalamnya terdapat Tanah Ohbjek
Landreform, Konaolidasi Tanah atau objek transmigrasi, maka
dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah dengan ketentuan:

i

Tanah Ohjek Landreform yang berdasarkan rencana tata
ruang telah berubah menjadi tanah non pertanian;

objek Konsolidasi Tanah telah diproses sesuai dengan
tahapan menurut ketentuan yang berlaku akan tetapi
belum diberikan hak kepada peserta Konaolidasi Tanah;
objek transmigrasi telah diberikan Hak Pengelolaan akan
tetapi belum diberikan Hak Milik atas Tanah kepada
peserta transmigrasi atau lokasi objek yang sebelumnya
menjadi lokasi tranamigrasi akan tetapi oleh Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
telah  dikualifikasi  bukan lagi  sebagai  daerah
ransmigrasi.

Pazal 33

Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak
atau belum mampu membayar BFHTE dan/atau masih
adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas
tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan
Sertipikat Hak atas Tanah.

Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu
membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus
membuat surat penyataan BPHTB terhutang.

Dialam hal bidang tanah berasal dari hasil jual beli di
masa lampau dan pembeli sekarang tidak mempunyai
bukti permbayaran PPh dari pihak penjual di masa lalu,
maka wang bersangkutan harus membuat surat
keterangan PPh terhutang.
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Materi muatan surat pernyataan BFHTB terhutang dan
surat keterangan PFh terhutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dan ayat (3] dimuat dalam Keputusan
Pemberian Hak atas Tanah dan selanjutnya dicatat
dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BFHTB
terhutang dari pemilik tanah yang bersanglutan atau
PPh  terhutang oleh penjual tanah atau  yang
bersanghkutan.
Penerbitan sertipikat kepada penerima hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukt
kepemilikan yang asli; dan
b. penerima hak membuat Surat Pernyataan BFHTB
Terhutang danfatau Surat Keterangan FPFPh
terhutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3], vang menjadi warkah Hak atas Tanah yang
bersangkutan.
Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar
BFHTE terhutang danfatau PPh terhutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] secara periodik dalam waktu 3
[tga) bulan kepada BupatifWalikota setempat untuk
BFHTB, kepada Kantor Pajak Pratama setempat untuk
PPh, yang memuat identitas peserta [NIK), letak tanah,
luas tanah, tanggal dan nomor sertipikat serta Milai Jual
Ohbjek Pajak fsurat keterangan pajak.
Daftar BPHTE dan FPh Terhutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada aplikasi KKP.
Peralihan hak atau perubahan atas Bubu Tanah dan
Sertipikat Hak atas Tanah hanya dapat dilabukan setelah
yvang bersanglutan dapat membuktikan bahwa BFHTB
terhutang danfatau PPh terhutang tersebut sudah
dilunasi oleh masing-masing wajib pajak.
Surat Pernyataan BFHTB Terhutang, Surat Keterangan
PPh  terhutang dan format pengisian BFTHB/FFPh
Terhutang dibuat sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran WVIII, Lampiran [X dan
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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Paszal 34

Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta
bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon
oleh smalah satu pihak baik dalam masa perkawinan
maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama
suami istri.

Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta atau
boedel waris yang belum terbagi, maka tetap diterbitkan

atas nama seluruh ahli waris.

Pagal 35

Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam
penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah maka dilakukan
perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan
Administrasi sesuai dengan ketentuan |peraturan
perundang-undangan.

Berita Acara Perbaikan HKesalahan  Administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
¥l wang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Pagal 36

Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan,

pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data

PTSL, yang meliputi:

a. dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas
pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat
panitia, bukti pengumuman, Berita Acara
Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat
keputusan pemberian hak;

b. dokumen data fisik: data pengukuran dan
perhitungan hasil pengulkuran, gambar ukur, peta
bidang tanah, dan surat ukur;
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daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;

. buku tanah;,

e. sertipikat Hak atas Tanah;

f.  bukti-bukti administrasi keuangan; dan

g- data administrasi lainnya.

Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentulk elektronik.

BoR

Pasal 37

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil
pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor
Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai
dengan data PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pazsal
36

Penyerahan hagil pelaksanaan kegiatan PTSL
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuar dalam
bentuk Berita Acara Serah Terima berkas dan warkah
hagil kegiatan FTSL yang ditandatangani oleh Ketua
Panitia Ajudikasi FTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 38

Haasil kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37, disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan.

Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan
dokumen FTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan |peraturan
perundang-undangan.

Hasil kegiatan PTSL disampaikan juga kepada Tim
Percepatan Kebijakan Sam Peta guna memperkuat basis
data Kebijakan Satu Peta.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 39
Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada
gaat:
a. terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
PTSL; dan
b.  PTEL selesai dilaksanakan.
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Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam
pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi
PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan
tembusan  Direktur Jenderal Hubungan Hukum
Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
Pelaporan pada saat PTSL  selesai  dilaksanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
secara  berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor
Pertanahan, Kepala Kanvor Wilayah BFN, dan Menteri.
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain
dilaksanakan melalui Sistemn Kendali Mutu Pelayanan
Pertanahan [SKMPF), dan secara berkala kepada Menteri
c.g. Direkiur Jenderal Infrastrukiur Keagrariaan dan
Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
Penanggung jawab pelaksanaan laporan, terdin atas:
a. HKepala Kantor Pertanahan, untuk  tingkat
Kabupaten fKota; dan
b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat Provinsi.
Laporan sebagaimana dimakaud pada ayat (1)
ditandatangani oleh
a. Hepala HKantor Pertanahan, untuk  Kantor
Pertanahan; dan
b. Kepala Kantor Wilayah BPFN, untuk Kantor Wilayah
BPN.

BAE VI
FEMEIAYAAN

Pasal 40

Sumber pembiayaan FTSL dapat berasal dari:

a. Daftar lsian Program Anggaran (DIPA] Kementerian,

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ([APBD)
Provinsi, Kabupaten [Kota;

c. Corporate Socinl Responsibility (CSR), Badan Usaha
Milik MNegara/Badan Usaha Milik Daerah, badan
hubkum swasta;

d. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya
[SMS) sesuai dengan  ketentuan — peraturan
perundang-undangan; atau
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e.  penerimaan lain yang sah berupa hibah (grand),
pinjaman [loan) badan hukum swasta atau bentuk
lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara danj/atan Pendapatan Negara
Bukan Fajak.

Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat

(1}, pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama

dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta

dipertangpungjawabkan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dialokasikan juga untuk:

a. pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL,
yvang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi; dan

b. biaya mobilisasifpenugasan sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat [2].

Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

tidak atau belum disediakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus dialokasikan melalui revisi anggaran
sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

BAB VII
KETEMTUAN LAIN-LAIN

Pagal 41

Penyelegaian permohonan hak dan pendaftaran hak yang

sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dalam lokasi

pendaftaran tanah secara sistemnatis yang pada saat

Panitia Ajudikasi diambil sumpahnya belum selesai

pengurusannya, diatur sehagai berikut:

a. permohonan hak yang sudah diperiksa oleh Panitia
Pemeriksaan Tanah, penyelesaiannya dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah
BPN dan/atan Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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b. permohonan pendaftaran hak wvang berasal dari
konwersi wyang audah  selesai  diumumlkan,
penyelesaiannya  dilabukan oleh Hepala Kantor
Pertanahan danfatau Kepala HKantor Wilayah BFN
sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan;
c. permohonan yang tidak termasuk huruf a dan b

berkasnya disampaikan woleh Kepala Kantor
Pertanahan kepada Panitia Ajudikasi untuk
diselesaikan menurut Peraturan Menteri ini.
Proses permohonan hak dan pendaftaran asal konwverai
hak-hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, wajib diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
kepada Panitia Ajudikasi dan sesuai  keperluannya
diserahkan warkah-warkahnya.

Pagzal 42
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan
dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapamn,
mekanismeftata cara kerja, standar, metode, dan
prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 43
Haasil penyelesaian kegiatan PTSL berupa Kluster 3 dapat
ditindaklanjuti dengan proses penerbitan sertipikat hak
atas tanah atas nama subjek hak dengan ketentuan pada
lokasi tersebut ditetapkan kembali sebagai lokasi PTSL
dan data fisik maupun data wvuridis tidak mengalami
perubahan.
Jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan sepanjang data fisik dan data
yuridisnya tidak terdapat perubahan.
Dalam hal terjadi perubahan data fisik danfatau data
yuridis maka dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAE VIII
KETENTUAN PERALIHAN

FPazal 44
Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masuk ke
dalam kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini

Pasal 45

{1} Pengumuman data fisik dan data yuridis yang masih
dalam proses, mengacu pada ketentuan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini.

2] Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam ranghka
PTSL vang telah selesai dan belum disahkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah
dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

{1} Seluruh hasil kegiatan PTSL wang telah dilaksanalkan
sebelum berlalunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan
sah dan berlaku.

2] Kegiatan FTSL yang masih dalam proses, diselesaikan
segual dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

{3] Panitia Ajudikasi FTSL yang telah dibentuk sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diangkat
sumpah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pazal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlabu  pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap  orang — mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetaplkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
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No Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan Penanggung
Jawab

@ ®) Q @ ©

1 Diterima Praktek Kerja ~ Mengetahui Kantor

Senin, 15 Januari
2024

Nyata di Badan
Pendapatan Kota Batu

dan Perkenalan kepada
karyawan Badan

Pendapatan Daerah

Ibu Damayanti

Kota Batu
2 Melakukan rekapitulasi Mendapatkan
berkas BPHTB yang pengetahuan atas
belum diambil dan kepengurusan hak
Selasa, 16 Januari ~ membantu melayani WP waris WP dan
2024 atas pengurusan, mengetahui tata cara Ibu Ririn
pengajuan hak waris dan  perhitungan Pajak
simulasi tata cara BPHTB
perhitungan Pajak
BPHTB
3 Membantu pengecekan Mengetahui berkas
berkas validasi surat validasi WP dan berkas
Rabu, 17 Januari setoran pajak daerah dan ~ SSPD pada penerimaan
2024 memberikan nomor Pajak BPHTB Ibu Ririn
SSPD dalam daftar
penerimaan Pajak
BPHTB
4 Melakukan pengurutan Mengetahui cara
Kamis, 18 Januari nomor SSPD-BPHTB pengajuan Pajak Ibu Ririn

2024

dan melayani WP terkait
pengajuan Pajak BPHTB
dalam permasalahan

sertifikat warisan

BPHTB dalam
permasalahan sertifikat

warisan
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Waktu i . i Penanggung
No Kegiatan Hasil Kegiatan Jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
5 Melayani WP menangani  Mengetahui tata cara
Jumat, 19 Januari permasalahan sertifikat untuk pengajuan
2024 warisan dan pengajuan BPHTB dan Ibu Ririn
untuk pelaporan Pajak mengetahui Pelaporan
BPHTB Pajak BPHTB.
6 Melayani Wajib Pajak Mengetahui cara
untuk pengurusan pengurusan sertifikat
Senin, 22 Januari sertifikat bertanda merah  tanda merah yang
2024 dan memulihkan dengan  berartikan masih Ibu Ririn
mengajukan BPHTB adanya tagihan yang
yang akan mengikuti belum dibayar
program PTSL
7 Mempelajari Peraturan Dapat mengetahui isi
~ Daerah Nomor 4 Tahun  dalam Peraturan
Selasa, 23 Januari )
2023 Tentang Pajak Daerah Nomor Tahun o
2024 o ) Ibu Ririn
Daerah dan Retribusi 2023 Tentang Pajak
Daerah Daerah dan Retribusi
Daerah
8 Menindak lanjuti naskah ~ Mengetahui isi haskah
tentang pengantar tentang perhitungan
Rabu, 24 Januari ] I Peng ) ) P : )
perhitungan Pajak Pajak Reklame melalui _
2024 ) Ibu Farida
Reklame di daftar web SRIKANDI
disposisi melalui situs
web SRIKANDI
9 Menindak lanjuti naskah ~ Mengetahui isi haskah
Kamis, 25 Januari  perhitungan Pajak tentang perhitungan
2024 Reklame di daftar Pajak Reklame melalui Ibu Farida

disposisi melalui situs
web SRIKANDI

web SRIKANDI
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Waktu - - - Penanggung
No Kegiatan Hasil Kegiatan Jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
10 _ Membuat rekapitulasi Mengetahui Data
Jumat, 26 Januari penerimaan Pajak Daerah  penerimaan Pajak )
2024 ) Ibu Damayanti
selama bulan Januari Daerah selama bulan
tahun 2024 Januari tahun 2024
11 Mengregister Verifikasi Mengetahui Cara
Senin, 29 Januari Laporan Pajak Mamin Verifikasi Laporan
2024 dan Sewa Gedung di Pajak Mamin dan sewa Ibu Tyas
situs web Gedung di web
Bapenda.batukota.go.id Bapenda.batukota.go.id
12 Melakukan penomoran Mengetahui Data
Selasa, 30 Januari ~ dan pengecekan Laporan penerimaan
2024 penerimaan Pajak Pajak BPHTB Badan Ibu Ririn
BPHTB di daftar Pendapatan Daerah
penerimaan BPHTB Kota Batu
13 Melakukan pengecekan Mengetahui Data
Rabu, 31 Januari ulang berkas Pajak Hotel  penerimaan Pajak )
2024 _ Ibu Anita
tahun 2012 untuk Hotel selama periode
pemeriksaan oleh BPK tahun 2012
14 Melakukan pengurutan Mengetahui Data
Kamis, 1 Februari  nomor berkas validasi Laporan Penerimaan
2024 pada bulan desember Pajak BPHTB pada Ibu Ririn
2023 dari yang terkecil bulan desember 2023
ke yang paling besar
15 Melakukan pengarsipan ~ Mempermudah
) berkas validasi BPHTB  pengecekan berkas-
Jumat, 2 Februari o
bulan Desember berkas validasi yang o
2024 Ibu Ririn

telah selesai yang
nantinya ada

pemeriksaan oleh BPK
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No Wkt Kegiatan Hasil Kegiatan Per\g\:\ggs ng
(a) (b) (c) (d) (e)
16 Melakukan rekapitulasi Mengetahui Data
Senin, 5 Februari Pajak Daerah dalam Laporan penerimaan
2024 Laporan Pendataan pada  Pajak Daerah pada Ibu Damayanti
bulan Februari tahun bulan Februari tahun
2024 2024
17 Membantu melayani WP Mengetahui cara
Selasa, 6 Februari untuk permohonan surat ~ pengajuan permohonan o
2024 keterangan Pajak BPHTB surat keterangan tbu Ririn
BPHTB
18 Melakukan pengarsipan ~ Mengetahui cara agar
Rabu, 7 Februari berkas Surat Setoran mempermudahkan
2024 Pajak Daerah (SSPD- untuk pengecekan Ibu Ririn
BPHTB) pada bulan berkas pada saat
Desember 2023 pemeriksaan oleh BPK
19 Membuat rekapitulasi Mempermudah untuk
Senin, 12 Februari  berkas validasi SSPD- pengambilan berkas
2024 BPHTB yang belum validasi SSPD-BPHTB Ibu Ririn
diambil tahun 2022 pada tahun 2022 yang
belum diambil
20 Membuat rekapitulasi Mempermudah untuk
Selasa, 13 Februari  berkas validasi SSPD- pengambilan berkas
2024 BPHTB yang belum validasi SSPD-BPHTB Ibu Ririn
diambil tahun 2022 pada tahun 2022 yang
belum diambil
21 Melayani WP untuk Mengetahui cara
Kamis, 15 Februari  Permohonan SK-BPHTB menangani permasalah
2024 dalam pembuatan pembuatan sertifikat Ibu Ririn

sertifikat tanah yang

telah di mutasi

tanah yang telah di

mutasi
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Waktu . ) . Penanggung
No Kegiatan Hasil Kegiatan Jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
22 Membantu melayani WP Mengetahui cara
Jumat, 16 Februari  untuk mencetakan pembayaran dan Bapak Prasetyo
2024 catatan pembayarandan ~ mengetahui berkas dan Bapak
mencetakan salinan salinan SPPT-PBB Mutagin
SPPT-PBB
23 ) _ Melakukan disposisi/ Mengetahui isi dari
Senin, 19 Februari ) o
menindaklanjuti surat surat-surat yang masuk ]
2024 o _ Ibu Farida
masuk yang ada disitus  dalam situs web
web SRIKANDI SRIKANDI
24 Membantu pengecekan Mengetahui isi Surat
~ Dberkas Surat Keterangan  Keterangan Pajak
Selasa , 20 Februari )
Pajak Daerah Restoran Daerah Restoran )
2024 _ Ibu Anita
yang akan diserahkan ke~ Badan Pendapatan
BPK untuk melakukan Daerah Kota Batu
pemeriksaan
25 Melakukan pengecekan Mengetahui isi pada
~ulang Surat Setoran berkas validasi SSPD-
Rabu, 21 Februari ]
Pajak Daerah BPHTB BPHTB dan o
2024 ) _ Ibu Ririn
dan melengkapi berkas perhitungan BPHTB
validasi yang belum Badan Pendapatan
lengkap Daerah Kota Batu
26 Membantu melayani Mengetahui cara untuk
Kamis, 22 Februari  Notaris untuk mengajukan
2024 Ibu Ririn

mengajukan Permohonan
Surat Keterangan Luas
tanah Pajak BPHTB

permohonan terkait
pembetulan luas tanah
Pajak bphtb
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Waktu
No Kegiatan Hasil Kegiatan Penanggung
Jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
27 Mengeprint Lembar Mengetahui cara untuk
i Monitoring untuk menindak lanjuti
Jumat, 23 Februari g _ _ J Ibu Damayanti dan Ibu
2024 permohonan pengajuan terkait permasalahan miri
irin
mutasi,pendaftaran hak mutasi,pendaftaran hak
baru PBB-P2 baru PBB-P2
28 Melakukan pengarsipan ~ Mengetahui cara
berkas Surat Setoran memudahkan
Senin, 26 Februari  Pajak Daerah (SSPD- pengarsipan berkas o
o Ibu Ririn dan Ibu
2024 BPHTB) dan merekap validasi SSPD-BPHTB ]
] . Damayanti
Laporan Pendataan Pajak  untuk pemeriksaan
Daerah untuk bulan BPK
Februari 2024
29 Melayani WP untuk Mengetahui
Selasa, 27 Februari  mengurus sertifikat yang  penanganan
2024 ada tanda merah dan permasalahan sertifikat Ibu Ririn
pengajuan permohonan yang bertanda merah
BPHTB
30 Membuat Surat Mengetahui isi Surat
Rabu, 28 Februari ~ Keterangan terkait Surat ~ Keterangan terkait
2024 Setoran Bea Perolehan Surat Setoran Bea Ibu Damayanti
Hak atas Tanah dan Perolehan Ha katas
Bangunan Tanah dan Bangunan
31 Membantu untuk Mengetahui cara

Kamia, 29 Februari
2024

simulasi perhitungan
permohonan surat
keterangan BPHTB
untuk jenis perolehan
Hibah

perhitungan Pajak
BPHTB Badan
Pendapatan Kota Batu

Ibu Ririn
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Waktu

. . . Penanggung
No Kegiatan Hasil Kegiatan Jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
32 Melayani Wajib Pajak Mengetahui berkas
untuk mencetakan Surat ~ Persyaratan untuk o
Jumat, 1 Maret 2024 o Ibu Ririn
Pelunasan Pembayaran mengikuti Program
PBB yang berstempel Pemerintah PTSL
33 Melayani Wajib Pajak Mengetahui cara untuk
untuk buka blokir dan membuka blokir NOP
] ) Bapak Prasetyo dan
Senin, 4 Maret 2024  mencetak salinan e-SPPT PBB-P2 Badan ]
Bapak Mutagin
PBB Pendapatan Daerah
Kota Batu
34 Melayani Wajib Pajak Mengetahui cara untuk
Selasa, 5 Maret 2024  untuk mutasi PBB dan mutasi PBB dan Bapak Prasetyo dan
pembatalan gabungan pembatalan gabungan Bapak Mutagin
NOP NOP
35 Melayani WP untuk Mengetahui berbagai
konsultasi dan jenis permasalahan
Rabu, 6 Maret 2024  menginformasikan terkait yang dihadapi oleh Ibu Ririn
permasalahan pajak wajib pajak
Daerah melalui whatsaaP
36 Melayani WP untuk Mengetahui cara
Kamis, 7 Maret 2024 Mmencetak catatan mtncetak catatan Bapak Prasetyo dan
Pembayaran dan Salinan  pembayaran dan SPPT  Bapak Mutagin
SPPT PBB PBB
37 Melayani WP untuk Mengetahui berkas

Rabu, 8 Maret 2024

mencetakan Surat
Pelunasan Pembayaran
PBB yang berstempel

persyaratan untuk
mengikuti Program
Pemerintah PTSL

Ibu Ririn
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Waktu i . i Penanggung
No Kegiatan Hasil Kegiatan Jawab
(a) (b) (c) (d) (e)
38 Melayani Wajib Pajk Mengetahui cara
Rabu, 13 Maret 2024 Pengambilan PST PBB-  pengambilan berkas Bapak Prasetyo dan
P2 untuk pelayanan buka yang sudah tidak Bapak Mutaqgin
blokir terblokir
39 Melayani Wajib Pajk Mengetahui cara
Kamis, 14 Maret pengambilan PST PBB-  pengambilan berkas Bapak Prasetyo dan
2024 P2 untuk pelayanan buka yang sudah tidak Bapak Mutaqgin
blokir terblokir
40 Melayani WP untuk Mengetahui berkas
mencetakan Surat persyaratan untuk o
Jumat, 15 Maret 2024 o Ibu Ririn
Pelunasan Pembayaran mengikuti Program
PBB yang berstempel Pemerintah PTSL
41 Melakukan rekapitulasi Mengetahui Data
daftar SPTPD (Surat Laporan Penerimaan
) Pemberitahuan Pajak Pajak Daerah selama _
Senin, 18 Maret 2024 ] Ibu Damayanti
Daerah ) Pajak Hotel dan  bulan Maret tahun
Pajak BPHTB pada 2024
bulam Maret 2024
42 Melakukan pencetakan Mempermudah untuk
nomor PBB untuk engarsipan yan
Selasa , 19 Maret ) Pend _ Pan yars
memberikan tanda PBB  sesuai dengan nomor _
2024 o o Ibu Damayanti
yang akan diarsipkan dan jenis permasalahan
agar mudah untuk PBB-P2
pemeriksaan oleh BPK
43 Melayani WP untuk Untuk mengikuti

Rabu , 20 Maret 2024

mencetakan Surat
Pelunasan Pembayaran

PBB yang berstempel

Program Pemerintah
PTSL

Ibu Ririn




Waktu

No Kegiatan Hasil Kegiatan Pege;r\:\?sgj ng
(a) (b) (c) (d) (e)
44 Melakukan Verifikasi Mengetahui cara
Kamis, 21 Maret  fisik dan pengecekan register dan verifikasi
2024 SSPD-BPHTB dan fisik SSPD-BPHTB Ibu Damayanti
membantu mengregister ~ Badan Pendapatan
SK/PBB/SPTT Daerah Kota Batu
45 Mencetak Lembar Mengetahui cara untuk
Monitoring untuk menindak lanjuti
Jumat, 22 Maret 2024 permohonan pengajuan terkait permasalahan Ibu Damayanti
mutasi,pendaftaran hak mutasi,pendaftaran hak
baru baru PBB-P2
46 Melayani WP untuk Untuk mengikuti
Senin. 25 Maret 2024 mencetakan Surat Program Pemerintah Ibu Ririn
Pelunasan Pembayaran PTSL
PBB yang berstempel
47 Mencetak Lembar Mengetahui cara untuk
Selasa, 26 Maret ~ Monitoring untuk menindak lanjuti
2024 permohonan pengajuan terkait permasalahan Ibu Damayanti
mutasi,pendaftaran hak mutasi,pendaftaran hak
baru baru PBB-P2
48 Mencetak Lembar Mengetahui cara untuk

Rabu, 27 Maret 2024

Monitoring untuk
permohonan pengajuan
mutasi,pendaftaran hak

baru

menindak lanjuti
terkait permasalahan
mutasi,pendaftaran hak
baru PBB-P2

Ibu Damayanti
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49

Kamis, 28 Maret
2024

Melakukan Verifikasi
fisik dan pengecekan
SSPD-BPHTB dan
membantu mengregister
SK/PBB/SPTT

Mengetahui cara

register dan verifikasi

fisik SSPD-BPHTB Ibu Damayanti
Badan Pendapatan

Daerah Kota Batu
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